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Abstract: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 
melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 
2013 di Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut, peneliti menemukan beberapa 
fenomena permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di 
lapangan, belum tercapainya tujuan kegiatan, belum optimalnya 
kegiatan sosialisasi, dan minimnya monitoring dan evaluasi dari 
pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan atas 
kinerja anggotanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian 
ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sumber data diambil melalui penarikan secara snowball sampling 
berjumlah 13 orang. Teknik analisa data meliputi membangun 
sajian, memasukkan data, dan menganalisis data. Uji kredibilitas 
data pada penelitian ini dengan melakukan perpanjangan 
pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis 
kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian 
Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan disimpulkan masih kurang efektif, hal ini 
terlihat dari indikator ketetapan program kurang efektif, indikator 
pelaksana kegiatan kurang efektif, indikator objek sasaran program 
efektif, indikator pelaksanaan sosialisasi kurang efektif, indikator 
bentuk sosialisasi kurang efektif, indikator upaya dalam pencapaian 
program tidak efektif, indikator tercapainya tujuan program kurang 
efektif, indikator pengawasan hasil kurang efektif, indikator 
penilaian hasil kurang efektif. Faktor yang mendukung efektivitas 
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adalah sarana prasarana yang dimiliki dan kolaborasi antar 
instansi, sedangkan faktor penghambat efektivitas adalah sebagian 
besar personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan kurang 
memiliki wawasan yang cukup dalam kegiatan di lapangan, 
kurangnya anggaran, kurangnya tindakan yang tegas, lemahnya 
penilaian hasil kegiatan, dan perilaku pedagang. Efektivitas dapat 
meningkat dengan cara melakukan optimalisasi pengawasan, 
evaluasi, dan penilaian terhadap kegiatan, selektif dalam penentuan 
personil yang ditugaskan, optimalisasi anggaran kegiatan 
operasional lapangan dan melakukan pengembangan wawasan 
kepada seluruh anggota. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus 
memperdalam wawasan tentang fungsi tugasnya. Para pedagang 
diharapkan harus mentaati semua aturan yang berlaku.. 

  © 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 

 

PENDAHULUAN 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota yang termasuk regu privat 

pemerintah daerah yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan dikasih tugas, tanggung 

jawab, serta kewenangan yang sesuai aturan undang-undang untuk menegakkan peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum serta ketentraman 
dan untuk mengayomi masyarakat. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja juga disebutkan bahwa Tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah 

bekerja sama dengan kepala daerah dalam upaya penegakan peraturan daerah dan 
terselenggaranya ketertiban umum di dalam masyarakat. 

Observasi yang dilakukan peneliti berkenaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan yakni : Kurangnya pemahaman personil anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, kurangnya pemahaman anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, belum tercapainya 

tujuan kegiatan, belum optimalnya kegiatan sosialisasi, dan minimnya monitoring dan 
evaluasi dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan atas kinerja 

anggota. 
Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 

Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan”. 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan? 
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten 

Balangan? 
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Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan 

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar 
Modern Adaro Kabupaten Balangan. 

2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
bidang ilmu administrasi publik. 

b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

mengetahui permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten 

Balangan.  
 

LANDASAN TEORI 

1. Efektivitas 
Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017:76) menyatakan bahwa indikator dalam 

mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai 

berikut: 
a. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauhmana ketepatan kegiatan atau program yang 

direncanakan dan dilaksanakan dengan sasaran yang sudah ditentukan. Ketepatan 
yang dimaksud baik dari segi analisa permasalahan, bentuk upaya yang harus 
dilakukan, sumber daya manusia yang dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan 

atau program tersebut, serta target yang menjadi sasaran program. 
b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan 

sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dan 
tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada 

khususnya. 
c. Pencapaian Tujuan Program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 

d. Pemantuan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya 
program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. 

2. Pengertian Perencanaan 
Menurut Ilham (2022) perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan. Jadi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan 

terlebih dahulu agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat dapat selesai. 
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3. Pengertian Kebijakan 
Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk 

memecahkan suatu masalah. 

4. Pengertian Pengawasan 
Menurut Efendi (2014:138), mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan fungsi 

manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya 
dilaksanakan pengawasan maka pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. 

5. Pengertian Penilaian 
 Menurut Sudjana (2016:3) menyatakan bahwa penilaian adalah proses memberikan 
atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

6. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 
Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah 

dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan 

Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota. di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 

7. Pengertian Kawasan Pasar dan Pertokoan 
Kawasan Pasar dan Pertokoan adalah suatu adalah suatu daerah atau tempat yang 

melakukan kegiatan jual beli. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data 
menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini 
berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Menganalisis data beberapa tahapan yakni membangun sajian, 
memasukkan data dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas 

menurut Budiani dalam Khadafi Mutiarin (2017:76) yang terdiri dari ketepatan sasaran 
program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

1. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 

Kabupaten Balangan 

a. Ketepatan Sasaran Program 

Ketepatan sasaran program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 

Kabupaten Balangan. Ketepatan sasaran dalam program berkenaan dengan 
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sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 

1) Ketepatan Program 
Ketepatan program dalam penelitian ini kurang efektif  hal ini dikarenakan masih 

ditemukan adanya pelanggaran yang didapat di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan. 

2) Pelaksana Kegiatan 

Pelaksana kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar 

Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan Anggota 
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja kurang cakap dalam komunikasi. 

3) Objek Sasaran Program 
Objek sasaran program pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten 

Balangan sudah efektif.  
b. Sosialisasi Program 

Sosialisasi Program yang dimaksud terkait dengan kemampuan penyelenggara 
program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 
sasaran peserta program pada khususnya. 

1) Pelaksanaan Sosialisasi 

Pelaksanaan sosialisasi program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 

Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan masih ada pegadang yang 
tidak mentaati Peraturan Daerah yang sesudah ditetapkan. 

2) Bentuk Sosialisasi 
Bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern 

Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan media/spanduk 
sebagai media informasi tidak ada pembaharuan, spanduk yang ada kurang jelas. 

c. Pencapaian Tujuan Program 
1) Upaya Pencapaian Tujuan Program 

 Upaya pencapaian tujuan program Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18  
Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro  
Kabupaten Balangan sudah efektif. 

2) Tercapainya Tujuan Program 
Tercapainya tujuan program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18  

Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan sudah tidak efektif, hal ini dikarenakan masih ada 

pelanggaran yang dilakukan. 
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d. Pemantauan Program 
          Pemantauan Program kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan meliputi pengawasan hasil dan penilaian hasil. 

1) Pengawasan Hasil 
Pengawasan hasil dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten 

Balangan kurang efektif  karena minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan. 
2) Penilaian Hasil 

Penilaian hasil dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan 

kurang efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya tindak lanjut/rapat lanjutan 
setelah melakukan penilaian berkenaan pemantauan program pada penilaian hasil 

kegiatan. 

2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di 

Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan 
a. Faktor Pendukung 

1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki 
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Balangan cukup menunjang kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro 
Kabupaten Balangan. 

2) Kolaborasi Antar Instansi 
Kolaborasi antar instansi dalam hal ini pelaksanaannya selalu dilakukan 

koordinasi dengan pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindistrian 
dan Perdagangan dan UPT Pasar. 

b. Faktor Penghambat 

1) Kurangnya Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  
Personil Satuan Polisi Pamong Praja kurang mampu dalam penegakan peraturan 

daerah yang ditugaskan.  
2) Kurangnya Anggaran 

Anggaran dalam kegiatan operasional di lapangan kurang, sehingga Satuan Polisi 
Pamong mengalami kendala dalam penegakan peraturan daerah yang ditugaskan. 

3) Kurangnya Tindakan Tegas 

Tindakan yang kurang tegas kepada pegadang mengakibatkan Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2013 tidak efektif, karena pelanggaran sampai saat ini masih 

terjadi. 
4) Lemahnya Penilaian Kegiatan 

Lemahnya penilaian kegiatan program menyebabkan tidak efektif, dan tidak 
dilakukan dengan baik dan optimal. 

5) Perilaku Pedagang 
Perilaku sebagian pedagang yang melanggar aturan menjadi salah satu 
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penghambat dala penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013. 

 

KESIMPULAN 
Pada Penelitian mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di 
Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada variabel ketepatan sasaran program, 
pada indicator ketepatan program kurang efektif, indikator pelaksana kegiatan kurang 

efektif, dan indikator objek sasaran program efektif. Pada variabel sosialisasi program 
terdapat dua indikator yang digunakan, pada indicator pelaksanaan sosialisasi kurang 

efektif dan indicator bentuk sosialisasi kurang efektif. Pada variabel pencapaian tujuan 
terdapat dua indikator, indicator dalam pencapaian program efektif, dan indikator 
tercapainya tujuan program kurang efektif. Pada varibael pemantauan program terdapat 

dua indikator, indikator pengawasan kurang efektif dan indikator penilaian hasil kurang 
efektif. Dari sembilan indikator ada dua indikator yang efektif dan tujuh indikator yang 

kurang efektif.  
Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di 
Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan terdapat faktor pendukung yaitu 
sarana dan prasarana yang cukup menunjang kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan 

adanya kolaborasi antar instansi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya 
Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kurang kemampuan Anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah yang ditugaskan. Kurangnya 
anggaran, kurangnya tindakan tegas, lemahnya penilaian kegiatan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan perilaku Sebagian pedagang dalam melanggar aturan. 

 

SARAN 
Peneliti memberikan saran kepada: 

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan 
optimalisasi pengawasan, selektif  dalam menugaskan anggota, efesiensi anggaran dan 
melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan (pengembangan) Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja. 
b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan agar meningkatkan 

pemahaman dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam bekerja sesuai dengan 
standar operasional prosedor (SOP) yang berlaku. 

c. Pegadang Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan mentaati peraturan yang telah 
ditetapkan dan melakukan komunikasi yang baik untuk menjaga ketertiban dan 
kenyamanan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. 
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